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Objek trasaksi digital yaitu kripto mendapatkan perhatian khusus
dari pemerintah terkait penggunaannya sebagai komoditi di Indonesia yang
mana telah tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (CRYPTO ASSET)
Di Bursa Berjangka, Namun di sisi lain dalam pandangan hukum islam,
PWNU Jawa Timur mengharamkan penggunaan cryptocurrency sebagai
asset komoditi karena tidak memenuhi syarat komoditas secara syara’

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimana pandangan
PWNU Jawa Timur tentang hukum kripto sebagai objek transaksi digital ?
2) Bagaimana pandangan BAPPEBT]I tentang hukum kripto sebagai objek
transaksi digital ?3).Bagaimana persamaan dan perbedaan antara PWNU
Jatim dan peraturan BAPPEBTI tentang hukum kripto sebagai objek
transaksi digital ?

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian
kepustakaan (Library Research), yaitu mengambil kesimpulan-kesimpulan
teoritis sebagai  hasil akhir penelaahan  kepustakaan, serta
mengidentifikasikan variabel-variabel utama yang akan diteliti. Sedangkan
Teknik analisa data menggunakan penelitian hukum yang dilakuan dengan
cara menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang
yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini memperoleh tiga kesimpulan. 1). Menurut
PWNU Jawa Timur, hukum menggunakan kripto sebagai objek transaksi
digital tidak di perbolehkan karena cryptocurrency tidak memenuhi standar
sil’ah (komoditas) secara syara’ 2).Menurut pandangan BAPPEBTI,
hukum menggunakan kripto sebagai objek transaksi digital adalah di
perbolehkan karena kripto memiliki standar komoditi seperti komoditi
lainya yang dapat diperjualbelikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana
pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas/proyek tertentu yang
berpengaruh besar terhadap kemjuan ekonomi nasional Indonesia, 3).
Perbedaan pandangan hukum antaran PWNU Jatim dan BAPPEBTI yaitu
a).perbedaan dalam menghukumi kripto sebagai komoditi, menurut

XVii



pandangan PWNU Jatim menggunakan kripto sebagai komoditi tidak di
perbolehkan karena tidak memenuhi syarat barang yang dapat di serah
terimakan secara indrawi di sisi lain berdasarkan ketentuan BAPPEBTI
penggunaan Kripto sebagai komoditi di perbolehkan yang mana hal ini telah
tertera dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI) No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik
Komoditi Di Bursa Berjangka pasal (satu) ayat (satu) b).perbedaan hukum
bertransaksi kripto, menurut PWNU Jatim hukum bertransaksi kripto tidak
di perbolehkan karena tidak memenuhi syarat barang yang dapat di
perjualbelikan dan ketentuan terkait hukum bertransaksi kripto menurut
BAPPEBTI di perbolehkan sesuai peraturan badan pengawas perdagangana
berjangka komoditi nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan
perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.
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The object of digital traction, namely crypto, has received special
attention from the government regarding its use as a commodity in
Indonesia, which has been stated in the Regulation of the Commodity
Futures Trading Supervisory Agency Number 8 of 2021 concerning
Guidelines for the Implementation of Physical Market Trading of Crypto
Assets (CRYPTO ASSET) on the Futures Exchange, but on the other hand
in the view of Islamic law, PWNU East Java prohibits the use of
cryptocurrencies as a commodity asset because it does not meet the
requirements of commodities in a syara'

The formulations in this study are: 1). What is PWNU East Java's
view on crypto law as an object of digital transactions? 2) What is
BAPPEBTI's view on crypto law as an object of digital transactions ?3).
What are the similarities and differences between PWNU Jatim and
BAPPEBTI's regulation on crypto law as an object of digital transactions?

The research that will be carried out is library research , namely
taking theoretical conclusions as the final result of literature study, and
identifying the main variables to be studied. Meanwhile, the data analysis
technique uses legal research which is carried out by studying and
interprovening theoretical matters related to legal principles, conceptions,
doctrines and norms related to the problems discussed.

The results of this study obtained three conclusions. 1). According
to PWNU East Java, the law of using crypto as an object of digital
transactions is not allowed because cryptocurrencies do not meet sil'ah
(commodity) standards in syara’ 2). According to BAPPEBTI's view, the
law of using crypto as an object of digital transactions is allowed because
crypto has commaodity standards like other commaodities that can be traded
and has uses as a means of exchange that has value in certain communities
/ projects that have a major influence on the progress of the Indonesian
national economy, 3). The difference in legal views between PWNU Jatim
and BAPPEBTI is a). differences in punishing crypto as a commaodity,
according to the view of PWNU Jatim using crypto as a commodity is not
allowed because it does not meet the requirements for goods that can be
handed over sensorily on the other hand, based on the provisions of
BAPPEBTI, the use of crypto as a commodity is allowed which has been
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stated in the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory
Agency (BAPPEBTI) No. 2 of 2019 concerning the Implementation of the
Commodity Physical Market on the Futures Exchange article (one)
paragraph (one) b).legal differences in crypto transactions, according to
PWNU Jatim, the law of crypto transactions is not allowed because it does
not meet the requirements for goods that can be traded and provisions
related to the law of crypto transactions according to BAPPEBTI are
allowed according to regulation of the commodity futures trading
regulatory agency number 8 of 2021 concerning guidelines for the
implementation of physical market trading of crypto assets on the futures
exchange.
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